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EVALUASI KEBIJAKAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DALAM
MENINGKATKAN SDM PENGELOLA BUMDES
DI DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dikelola
oleh pemerintah desa serta masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian
desa. tujuan utama bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dengan mengembangkan potensi ekonomi yang ada didesa. Pengelolaan bumdes
dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas,
dan ketepatan. . Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pelatihan dan pendampingan
dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes.
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan
pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pengelola bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan
Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang
bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam terkait
permasalahan yang di teliti yaitu Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan
Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes di Desa Marsawa
Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini akan
mengeksplorasi dan menganalisis berbagai kebijakan, proses, serta efektivitas
pelatihan dan pendampingan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk
menemukan kunci inti permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Dalam
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendampingan, Pelatihan, Bumdes
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan desa yang dpisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes
adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa dan pemerintah kota
untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, baik melalui pengelolaan badan
usaha, pengembangan produktivitas, penyediaan pelayanan, maupun pemanfaatan
peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan bumdes bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal membangun
kebersamaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Bumdes melakukan
kegiatan pelayanan umum melalui penyedian barang pemenuhan kebutuhan
umum masyarakat desa. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Seroja
telah melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan simpan pinjam, melakukan kegiatan simpanan sukarela dan
berjangka dengan sistem bagi hasil.

2. Perkreditan barang, mengkreditkan berbagai macam barang-barang
elektronik. furniture dan keperluan rumah tangga lainnya.

3. Pasar desa, mengelola ruko pasar, lapak, serta parkir pasar desa Marsawa.

4. Unit Sarana Produksi, menyediakan berbagai macam pupuk dan herbisida.

5. Unit Internet Desa, menyediakan layanan pemasangan wifi dirumah-

rumah masyarakat.



6. Unit Gedung Olahraga, menyediakan tempat atau sarana untuk kegiatan

olahraga, kesenian, dan acara-acara lainnya.

7. Unit Seroja Furniture, menyediakan berbagai macam barang-barang

elektronik, furniture, dan keperluan rumah tangga lainnya.

8. Unit Lain-lain, menyediakan berbagai macam alat-alat mesin, minyak

jelantah, dan pendapatan dari sumber lain.

Adapun unit usaha yang di jalankan oleh bumdes seroja desa marsawa yaitu

furniture, elektronik dan saprodi. Furniture, elektronik dan saprodi adalah tiga

komponen yang memiliki peran penting dalam kegiatan usaha dan kehidupan

sehari-hari. Pengadaan dan pengelolaan ketiga hal ini menjadi kunci dalam

mendukung kelancaran operasional bumdes, membantu menciptakan efisiensi

serta meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Tabel berikut akan merinci

kegiatan terkait pengadaan dan pengelolaan furniture serta saprodi yang dilakukan

oleh bumdes.

Tabel 1.1 : Kegiatan Unit Usaha Bumdes Seroja Desa Marsawa.

No.

Unit usaha

Jenis barang

1.

Furniture

Sofa

Meja rias
Lemari

Rak piring
Tempat tidur

Elektronik

Kulkas
Mesin cuci
Handphone
Oven listrik

Saprodi

WO ERORWDN P

Pupuk kimia
Herbisida
Alat semprot racun rumput

Sumber : Bumdes Marsawa Tahun 2024.



Peran bumdes di desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, memanfaatkan potensi alam dan
manusia sebagai sumber pendapatan perekonomian dan sebagai wahana
keberhasilan desa, serta menciptakan perekonomian yang lebih stabil mencapai
kesejahteraan untuk membentuk masyarakat desa.

Dengan mendirikan bumdes di desa bertujuan untuk menyasar, memperkuat
dan meningkatkan perekonomian pedesaan berdasarkan kebutuhan dan
optimalisasi energi desa. Badan Usaha Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes
adalah suatu bentuk badan hukum yang melindungi kelangsungan kegiatan usaha
desa, baik yang berbentuk korporasi maupun tidak.

Pelatihan bumdes yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali oleh pihak
desa dan kecamatan yang diikuti oleh pengelola bumdes merupakan langkah
strategis untuk meningkatkan pengelola bumdes. Namun program pengembangan
bumdes melalui pendampingan dan pelatihan masih belum konsisten. Kegiatan
pendampingan dan pelatihan bumdes yang seharusnya dilaksanakan secara
berkala seringkali terkendala, sehingga pengembangan bumdes menjadi tidak
optimal.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola bumdes pelatihan
dilakukan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi saja
mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya meningkatkan sdm pengelola bumdes.
Meskipun pemaparan materi sangat penting untuk memberikan pengetahuan dasar
dan teori tentang pengelolaan bumdes, proses pengembangan sdm memerlukan

pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk meningkatkan sdm pengelola



bumdes secara efektif, perlu ada kombinasi antara pemaparan materi,
praktik langsung, diskusi, dan pendampingan berkelanjutan.

Bumdes di Desa Marsawa seharusnya menjadi motor penggerak dalam
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Namun,
kenyataannya pendampingan untuk pengelola bumdes belum dilaksanakan. Hal
ini berdampak pada kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola
usaha desa, yang pada akhirnya menghambat potensi ekonomi desa itu sendiri.
Tanpa pendampingan yang baik, pengelolaan bumdes tidak akan berkembang
dengan optimal, dan manfaat yang diharapkan untuk masyarakat desa pun tidak
akan tercapai.

Pengelolaan bumdes diyakini memang belum terlaksana sepenuhnya secara
profesional. Beberapa permasalahan yang di duga di jumpai di bumdes Desa
Marsawa adalah: pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam inovasi
dan kreativitas pengelola bumdes. Kedua, kurangnya sosialisasi terhadap
masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum dapat memahami secara utuh
fungsi keberadaan bumdes. Karena masih banyak masyarakat yang tergantung
kepada bank keliling/ rentenir. Ketiga, minimnya kerja sama antara pengelola
bumdes, pemerintah desa, dan pihak eksternal. Oleh karena itu, kebijakan
pendampingan dan pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas
pengelola Bumdes.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis memaparkan
hasil bumdes dengan mempertimbangkan studi kasus di Desa Marsawa

Kecamatan Sentajo Raya yang merupakan salah satu desa penerima manfaat



bumdes dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan
Pedampingan Dalam Meningkatkan SDM Pengelola BUMDes di Desa
Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singinggi”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana evaluasi kebijakan dan pelatihan dalam
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes?
1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan dan pelatihan dalam
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola bumdes.
1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan konkret bagi
pengelola bumdes untuk memperbaiki kinerja operasional mereka melalui
penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kebijakan

pendampingan dan pelatihan pengelola bumdes.



1. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Administrasi Negara

Menurut Stillman (2019) dalam Mulyawan, dkk (2024: 7) administrasi
negara adalah proses merumuskan , melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-
kebijakan pemerintah-pemerintakan.

Menurut Demock dan Koening dalam Remaja (2017: 4) mengartikan
administrasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: dalam arti luas, administrasi negara
adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekusaan politiknya. Dalam arti
sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan
pemerintah.

Hildawati, dkk (2024: 10) administrasi negara, yang secara konseptual
diartikan sebagai "administrasi” suatu "negara” dalam rangka penegakan
"kekuasaan eksekutif merupakan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi
negara adalah proses dan kegiatan yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan
politik negara. administrasi negara juga berperan sebagai instrumen utama dalam
mewujudkan kekuasaan dan tugas pemerintahan negara secara efektif dan efisien.
Administrasi negara juga menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan,

yang melibatkan seluruh proses pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan



Dengan adanya administrasi yang terstruktur, pemerintah mampu
memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat menyesuaikan diri dengan
perubahan serta tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi negara tidak
hanya dilihat sebagai pekerjaan teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi
strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, penulis buku Understanding Publik Policy, yang
dikutip oleh Riant Nugroho D. (2004: 3) dalam Sore dan Sobirin, (2017: 9)
menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan
pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah
kehidupan bersama tampil.

Easton (1965: 212) dalam Kosassy, dkk (2024: 14) memaknainya sebagai:
the impact of government activity." Lebih lajut Easton menjelaskan, kebijakan
publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan
pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat
dipahami sebagai langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
atau badan berwenang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai
keadaan tertentu yang dianggap lebih baik. Hal ini mencakup seluruh proses dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut, untuk memastikan
apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Berikut merupakan merupakan definisi kebijakan publik menurut beberapa

para ahli dalam Prasetya & Pangestuty, (2021: 4-5) :



1. Menurut Dye (1972), kebijakan publik adalah sesuatu yang pemerintah
pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam hal menanggapi isu
yang berkembang di masyarakat.

2. Menurut Wildavsky (1979), analisis kebijakan publik adalah ilmu terapan
yang subjeknya tidak ditentukan sebagai disiplin ilmu, tetapi akan
muncul sesuai dengan permasalahan yang dialami masyarakat.

3. Menurut Thoenig (1989), kebijakan publik adalah aksi melakukan sebuah
tindakan oleh otoritas publik atau pemerintah dalam sektor tertentu pada
masyarakat.

4. Clackre E. Cochran (1999) menyebut kebijakan publik sebagai tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan intervensi untuk
mencapai target kebijakan tersebut.

5. Charles L. Cochran dan Eloise F. Malone (2014) mendefiniskan
kebijakan publik sebagai kumpulan dari berbagai keputusan politik untuk
mengimplementasikan program yang disepakati dalam mencapai tujuan
masyarakat

6. B. Guy Peters (2019) mendefiniskan kebijakan publik sebagai kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka
menanggapi isu atau permasalahan di masyarakat. Kebijakan ini melibatkan
intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, seperti

kesejahteraan masyarakat atau pemecahan masalah sosial.



Kebijakan publik bersifat dinamis, sesuai dengan permasalahan dan
kebutuhan masyarakat, serta melibatkan pengimplementasian program dan
keputusan politik. Secara keseluruhan, kebijakan publik memiliki dampak yang
signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kehidupan
masyarakat.

2.3 Teori Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk memulai tingakat kinerja suatu kebijakan
atau program. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan
cukup waktu. Memang tidak ada suatu batasan waktu yang pasti kapan sebuah
kebijakan yang harus dievaluasi, untuk mengetahui outcome dan dampak suatu
kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses
implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh
informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari
sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan
perbaikan program tersebut.

Soeprapto dalam Silitonga (2022: 12) mengemukakan bahwa tujuan
evaluasi adalah untuk memberikan data yang benar, dan dapat dipercaya serta
memberikan realitas evaluasi yang diadakan yang berhubungan dengan politik,
keadaan yang ada dan dibatasi oleh waktu, uang, dan sumber daya manusia.

Menurut  Situmorang dalam Situmorang (2020) evaluasi kebijakan
dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah
kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak

heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan
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diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari
spesification, mesurement, analisis dan rekomendasi.

Rusdiana (2017) dalam Poespitohadi (2024: 6) mengartikan evaluasi
merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan,
mendeskripsikan, dan menyajikan informasi untuk dapat diginakan sebagai dasar
membuat keputusan, menyusun kebijakan ataupun menyusun program yang akan
datang.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan
beberapa indikator, dalam arti hasil penilainnya dapat tunggal akan
membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat dari yang sesungguhnya,
indikator kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003) dalam Dewi (2021)
mencakup enam indikator sebagai berikut:

a. Efektivitas.
b. Efisiensi.

c. Responsivitas.
d. Ketepatan.

Evaluasi dapat memiliki manfaat untuk memberikan gambaran tentang suatu
program, membantu mengambil keputusan, menjadi dasar perbaikan di masa
depan, dan menilai efisiensi dan efektivitas. Evaluasi biasanya dilakukan melalui
metode tertentu, seperti observasi, wawancara, survei, atau analasisi data, serta
relevan dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana tujuan
telah tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan

umpan balik untuk perbaikan.
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2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Rahardjo, (2022: 8) Sumber daya manusia adalah proses
menyatukan orang dan organisasi sehingga kebutuhan masing-masing terpenuhi.
Dengan cara mengelola sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien.
Manajemen sumber daya manusia mencakup sejumlah aktivitas seperti rekrutmen,
seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi, dan manajemen
hubungan industrial.

Menurut Schuler, et al (1992) dalam Sutrisno, (2017: 6) mengartikan
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), merupakan pengakuan tentang
pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat
penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan
menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memasti- kan bahwa SDM
tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi ke- pentingan individu, organisasi,
dan masyarakat.

Menurut A.F. Stoner dalam Rusby, (2017: 2) manajemen sumber daya
manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok
suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang Yyang tepat
untukditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang
memerlukannya.

Dalam pandangan para ahli yang disebutkan, manajemen sumber daya
manusia (MSDM) merupakan aspek penting bagi keberhasilan suatu organisasi
karena mengedepankan peran tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga.

Ketiga pendapat ini menggaris bawahi pentingnya MSDM sebagai faktor

utama dalam pencapaian tujuan organisasi. MSDM tidak hanya berfokus pada
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pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga harus memperhatikan

kesejahteraan tenaga kerja agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal.

Ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia tidak hanya

tentang mengelola tenaga kerja, tetapi juga tentang mendukung Kkinerja dan

kesejahteraan mereka dalam lingkup organisasi. Dan mencakup berbagai fungsi

kegiatan agar sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan adil.

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah untuk

memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang efektif, produktif, dan

puas sehingga dapat mencapai tujuan dan visi organisasi.

Menurut Cushway dalam Ajabar (2020: 5) tujuan manajemen SDM meliputi

beberapa hal:

a.

Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan tentang

SDM.

. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur

SDM.

Membantu dalam pengembangan arah dan strategi organisasi.

. Memberi dukungan dan kondisi tertentu yang dapat membantu manajer

lini dalam mencapai tujuan organisasi.
Menangani berbagai krisis dan situasi sulit antara pekerja dan organisasi.

Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan organisasi.

. Memelihara standar organisasional dan nilai-nilai dalam Manajemen

SDM
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2.5 Gambaran Umum Tentang Bumdes

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Kamaroesid,
(2016: 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan
sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara
menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah
terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan
aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat.

Bumdes memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa
dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bumdes dibentuk untuk
mengoptimalkan potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam, tenaga kerja
lokal, maupun aset lainnya yang bisa dikelola untuk kesejahteraan bersama.

keberadaan bumdes juga membuka peluang bagi masyarakat untuk
memperoleh lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan
memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan produk atau jasa yang
memiliki daya saing. Misalnya, bumdes bisa bergerak di sektor pertanian,
peternakan, perdagangan, pariwisata, hingga layanan keuangan mikro yang
dikelola secara mandiri.

Dalam Putra (2015: 26) pada prinsipnya, pendirian bumdes merupakan
salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa Pasal 87 ayat (1)
Undang-Undang Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT
No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran

bumdes. Frasa “dapat mendirikan bumdes” dalam peraturan perundang-undangan
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tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap
prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Di sini menunjukkan bahwa pendirian bumdes wajib di dirikan disetiap desa
dengan 1 bumdes tidak lebih dan bumdes di dirikan sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa. Dengan mendirikan bumdes berpotensi besar untuk mendukung
ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Djae (2023: 18) tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan
peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat
dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di
kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah.

Kadek, (2018) adapun tujuan pendirian bumdes disebutkan pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 21 Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3. Di dalam
pasal 3 disebutkan 8 tujuan utama pendirian bumdes yaitu :

a. Meningkatkan perekonomian desa.

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi

desa.

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan

pihak ketiga.
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e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga.

f. Membuka lapangan kerja.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan
pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dengan demikian, bumdes memiliki tujuan untuk mendorong kemandirian
ekonomi desa melalui optimalisasi potensi dan sumber daya lokal. Bumdes
diharapkan menjadi pilar ekonomi desa yang berfungsi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa.

2.7 Tantangan Dalam Pengelolaan bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan
oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi desa demi kesejahteraan
masyarakat. Meski potensial, bumdes seringkali menghadapi berbagai tantangan
yang menghambat perkembangannya.

Menurut Resti, (2019) Pada proses pengelolaan bumdes, seringkali ditemui
beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus bumdes.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan adalah masalah
pengaturan organisasi, menemukan dan mengembangkan potensi desa, dan
masalah promosi. Bumdes perlu meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat
pengaturan organisasi, serta merancang strategi promosi yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan dukungan dan
kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta

pihak swasta. Pemerintah daerah dapat membantu melalui pendampingan dan
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pelatihan bagi para pengurus bumdes, sehingga mereka lebih terampil dalam
mengelola organisasi dan mampu memanfaatkan potensi desa dengan lebih
optimal.

2.8 Konsep Pendampingan dan Pelatihan

Menurut Sendari, (2023) mentoring (pendampingan) adalah proses berbagi
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman hidup untuk membimbing orang lain
mencapai potensi penuh mereka.

Pendampingan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan
dukungan, pengetahuan, serta keterampilan kepada individu atau kelompok untuk
mencapai perkembangan dan tujuan tertentu.

Said & Firman, (2022: 57-59) pelatihan merupakan upaya pembelajaran
yang diselenggarakan oleh organisasi. Baik dari pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat atau perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
dan mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa konsep pelatihan yang
dikemukakan oleh para ahli:

Sudjana (2000) berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu usaha
pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi (instansi pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat danperusahaan). Hal ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2010) Pelatihan kerja adalah proses
sistematik pengubahan perilaku para karyawan/pegawai dalam suatu arah guna
meningkatkan tujuan-tujuan organisasional dengan tujuan untuk mempertahankan,
menjaga, memelihara karyawan dan sekaligus meningkatkan keahlian para

karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
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1. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian
lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan observasi
dan terlibat langsung dalam penelitian dengan populasi yang diteliti. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif ini, seluruh fakta yang ditemukan di lapangan
mengenai Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan Untuk Meningkatkan
Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten
Kuantan Singingi dapat disajikan dan dideskripsikan seperti yang muncul dalam
laporan penelitian.

Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan memuat sari-sari data yang
memberikan gambaran tentang Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan
Untuk Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di Desa Marsawa, Kecamatan
Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan
informasi atau data kepada peneliti untuk keperluan penelitian. Mereka berperan
sebagai sumber data yang dapat memberikan wawasan, pengetahuan, atau
pengalaman terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Informan ini
dapat berasal dari berbagai latar belakang, tergantung pada fokus penelitian, dan
informasi yang mereka berikan sangat penting untuk membantu peneliti

memahami fenomena yang sedang diteliti.
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Teknik penyusunan informan pada penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No Nama Responden Jumlah Persentase
Informan | Jumlah
1 | Kepala Desa 1 1 10%
2 Direktur Bumdes 1 1 10%
3 | Pengawas Bumdes 1 1 10%
4 | Sekretaris Bumdes 1 1 10%
5 | Bendahara Bumdes 1 1 10%
6 | Staf Bumdes 2 2 20%
7 | Anggota BPD Desa Marsawa 1 1 10%
8 | Tokoh Masyarakat 2 2 20%
Total 10 10 100%

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2024
3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang di gunakan, yaitu:
3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau
langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan
spesifik dari penelitian yang sedang dilakukan. Karena data primer bersifat asli
dan langsung diperoleh dari lapangan, maka data ini dianggap lebih valid dan
relevan untuk tujuan penelitian tertentu.
3.3.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan
oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang
dilakukan. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, dokumen, publikasi,

atau database yang sudah ada.
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3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap
Evaluasi Kebijakan Pelatihan Dan Pendampingan Dalam Meningkatkan Sdm
Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi.
3.5 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan
diteptakan lokasi, akan lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu
penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat
Desa  Marsawa, Kecamatan  Sentajo Raya, Kabupaten  Kuantan
Singingi, Kode pos 29562.
3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan berbagai teknik untuk
mengumpulkan data dilapangan sebagai berikut:
3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (1986) dalam Anggito dan Setiawan, (2018: 109)
mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang tersususn dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik
pengumpula data observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung objek
penelitian di lapangan.
3.6.2 Wawancara

Menurut Machfudz, et al (2022: 42) wawancara artinya peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus
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permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat
dikumpulkan semaksimal mungkin.
3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji dokumen
yang ada, seperti catatan, laporan, foto, video, artikel, dan arsip lainnya.
3.6.4 Triangulasi

Teknik triangulasi untuk memvalidasi atau mengonfirmasi data dengan
membandingkan data dari berbagai sumber atau metode yang berbeda.
3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan stelah selesai di lapangan. Namun
dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama di proses di
lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis selama dilapangan model Miles dan Huberman (1984) (dalam
Harahap, 2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisi data, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, atau pemangkasan
data kualitatif agar lebih terfokus dan mudah dianalisis. Dalam penelitian
kualitatif, data sering kali diperoleh dalam jumlah besar, seperti transkrip

wawancara, catatan lapangan, atau dokumen lain, sehingga memerlukan proses
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untuk mengidentifikasi data yang relevan dan membuang informasi yang tidak
diperlukan.
3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menampilkan data yang
telah dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga memudahkan
interpretasi dan pengambilan keputusan. Dalam penyajian data, informasi disusun
secara terstruktur agar audiens dapat melihat pola, hubungan, atau temuan penting
dari data dengan lebih jelas.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukun pada takap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

peneliti berada di lapangan.
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Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan
Pendampingan Dalam Meningkatkan Sdm Pengelola Bumdes di

Desa Marsawa Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Z
®)

Kegiatan

Bulan dan Minggu Tahun 2024-2025

Nov/Des

Jan/Feb

Mar-Juli

Agustus

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Pengajuan Judul

Pembuatan Proposal

Bimbingan Proposal

Ujian Proposal

Revisi Proposal

Bimbingan Skripsi

Ujian Skripsi

OIN OO PBWIN|F-

Revisi SKripsi

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2024
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V1. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan
Pelatihan dan Pendampingan Dalam Meningkatkan SDM Pengelola Bumdes di Desa
Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti
mengambil kesimpulan bahwa Evaluasi Kebijakan Pelatihan dan Pendampingan
Dalam Meningkatkan SDM Pengelola Bumdes di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.
1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Marsawa disarankan untuk terus melanjutkan dan
mengembangkan program pelatihan dan pendampingan, terutama
dengan memperbarui materi pelatihan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan pasar dan teknologi, agar pengelola BUMDes dapat terus
beradaptasi dan berkembang.

2. BUMDes Desa Marsawa diharapkan lebih aktif menjalin kerja sama
dengan pihak eksternal seperti instansi pemerintah, swasta, maupun
perguruan tinggi, guna memperluas jejaring, menambah wawasan, dan
meningkatkan peluang usaha yang dapat memberikan nilai tambah bagi
masyarakat.

3. Pengelola BUMDes disarankan untuk memperkuat koordinasi internal
dan menjaga semangat kerja tim, agar seluruh unit usaha dapat dikelola

secara profesional, berkelanjutan, dan akuntabel.
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4. Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten diharapkan memberikan
dukungan berkelanjutan baik dalam bentuk pendampingan teknis,
supervisi, maupun bantuan dana operasional, agar BUMDes di Desa
Marsawa dapat terus tumbuh dan memberi dampak positif bagi
perekonomian desa.

5. Masyarakat Desa Marsawa juga diharapkan untuk aktif mendukung
kegiatan BUMDes serta ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan dan
mengembangkan usaha-usaha yang telah dirintis, sehingga manfaat dari

BUMDes dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
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